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Abstrak

Teknologi informasi kini menjadi elemen penting bagi organisasi, termasuk sektor publik,
untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi belum memiliki
perancangan arsitektur enterprise yang sesuai dengan pedoman SPBE. Permasalahan utama
dalam penelitian ini adalah kurangnya kesesuaian arsitektur SPBE yang diterapkan dengan
kebutuhan Fungsi Kearsipan, serta belum adanya rancangan yang terstruktur untuk men-
dukung optimalisasi layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai arsitektur SPBE saat
ini dan merancang model baru yang dapat mengoptimalkan layanan kearsipan, meningkatkan
e�siensi, serta memperkuat integrasi antar OPD di Kota Cimahi. Pendekatan yang digu-
nakan adalah kerangka kerja TOGAF ADM untuk menyusun arsitektur yang lebih efektif.
Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan rancangan arsitektur enterprise yang da-
pat menjadi acuan dalam pengembangan sistem informasi, sehingga meningkatkan kualitas
layanan dan pengelolaan arsip secara lebih terintegrasi dan sesuai standar nasional.

Kata kunci : Arsitek Enterprise (EA), Dinas Arsip Daerah, Fungsi Kearsipan, Sistem
Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), TOGAF ADM.

Pendahuluan

Teknologi informasi kini sudah menjadi kebutuhan
mendasar bagi setiap organisasi dalam menjalankan
setiap aspek operasionalnya. Saat ini penerapan
teknologi informasi tidak hanya digunakan pada
sektor bisnis saja, namun juga pada sektor pub-
lik untuk memberikan pelayanan publik yang ter-
baik kepada masyarakat. Salah satu konsep peman-
faatan teknologi informasi yang digunakan dalam
sektor pemerintahan sebagai bentuk pengelolaan
dan peningkatan pelayanan publik disebut den-
gan sistem e-Government atau Sistem Pemerintah
Berbasis Elektronik(SPBE) [1]. Sistem Pemerintah
Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan badan pen-
gatur pemerintah yang menggunakan teknologi in-
formasi dan komunikasi untuk memberikan layanan
kepada pengguna. Tujuan dari pengembangan
ini adalah untuk menciptakan jaringan informasi
pelayanan publik, menjalin hubungan interaktif un-
tuk meningkatkan perekonomian nasional, men-
jalin hubungan, dan menjalin hubungan dengan se-
jumlah organisasi publik, serta membentuk sistem
pengelolaan yang efektif, e�sien, transparan, dan
akuntabel dalam meningkatkan kualitas pelayanan

publik. Pemantauan dan evaluasi SPBE pada in-
stansi pemerintah telah diatur oleh Menteri Sekre-
taris Negara. Peraturan PAN dan Rb Nomor
59 Tahun 2020 tentang pemantauan dan evalu-
asi SPBE, menjadi tolak ukur untuk mengukur
tingkat kematangan dan kemajuan yang dicapai
dalam pelaksanaan spbe pada instansi pemerintah
berupa harga, nilai kinerja indeks SPBE [2].

Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia mener-
bitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berba-
sis Elektronik (SPBE) yang berlaku di tingkat
nasional, pada instansi pusat dan daerah, den-
gan tujuan untuk mewujudkan sistem penyeleng-
garaan pemerintahan yang bersih, e�sien dan efek-
tif, transparansi dan akuntabilitas, serta terseleng-
garanya pelayanan publik yang berkualitas dan
dapat diandalkan [3]. Melalui Peraturan Sekre-
taris PANRB tentang Pedoman Evaluasi Sistem
E-Government disebutkan bahwa untuk mencapai
pelaksanaan SPBE di setiap pemerintah pusat dan
daerah sesuai dengan tujuannya, maka harus di-
lakukan penilaian secara berkala[4]

Hasil evaluasi pelaksaan SPBE pada tahun 2022
oleh Kemen PANRB, Pemerintah Daerah Kota
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Cimahi mendapat nilai indeks SPBE 3,09 den-
gan predikat SPBE yaitu baik [5]. Meskipun
Kota Cimahi telah menerapkan SPBE dengan ca-
paian indeks 3,09, layanan Fungsi Kearsipan di Di-
nas Arsip Daerah masih belum optimal, terutama
dalam menyediakan akses arsip statis secara vir-
tual. Masalah ini disebabkan oleh kurangnya in-
tegrasi teknologi yang mendukung akses arsip se-
cara online, sehingga masyarakat harus mengun-
jungi lokasi �sik untuk mendapatkan arsip. Peneli-
tian ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan
tersebut melalui pengembangan arsitektur enter-
prise yang akan mencakup rancangan sistem yang
lebih terintegrasi dan digital. Dengan menggu-
nakan kerangka kerja TOGAF ADM, penelitian
ini diharapkan menghasilkan blueprint arsitektur
SPBE yang mampu meningkatkan e�siensi layanan
arsip, memfasilitasi akses virtual oleh publik, dan
memperkuat koordinasi antar OPD di Kota Cimahi.
Sesuai dengan Perpres No. 95 tahun 2018 tentang
SPBE untuk mewujudkan tata kelola SPBE yang
terpadu antara instansi pusat dan instansi daerah
perlu adanya transformasi mendasar pengelolaan
dan koordinasi pelaksanaan SPBE. Meski Perpres
Nomor 95 Tahun 2018 dikeluarkan untuk men-
dorong penerapan SPBE di tingkat nasional, namun
hasil evaluasi Kementerian PANRB tahun 2022
menunjukkan bahwa Pemda Kota Cimahi masih
perlu untuk mengoptimalkan pada layanan pub-
lik dan juga administrasi pemerintahan yang baik
[6]. Perbaikan tersebut memerlukan optimalisasi,
standarisasi teknologi informasi, mengingat kon-
disi pelayanan publik di Kota Cimahi saat ini cen-
derung belum terintegrasi dan masih sebagian dip-
isahkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
atau dinas integrasi proses. Diperlukan langkah
konkrit untuk meningkatkan koordinasi dan tata
kelola SPBE agar pelayanan publik dapat lebih ter-
integrasi di Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan
menjadi lebih e�sien.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian tugas
akhir ini difokuskan kepada Dinas Arsip Daerah se-
bagai objek penelitian dan lebih difokuskan lagi ke
bagian Fungsi Kearsipan. Pada Fungsi Kearsipan,
terdapat permasalahan layanan arsip statis saat ini
belum optimal, terutama dalam menyediakan ak-
ses virtual bagi publik. Layanan ini penting agar
masyarakat dapat dengan mudah mengakses arsip
di Kota Cimahi secara online, tanpa perlu datang
langsung. Optimalisasi dapat dilakukan melalui
pengembangan platform digital yang mudah digu-
nakan. Selain itu, diperlukan edukasi kepada pub-
lik mengenai cara penggunaan layanan ini. Den-
gan layanan yang lebih optimal, diharapkan akses
arsip oleh masyarakat menjadi lebih cepat dan mu-
dah, guna mendukung transparansi dan pelestarian
budaya di Kota Cimahi. Sebagai hasilnya, peneli-
tian ini akan berfokus pada pengembangan enter-
prise architecture dengan menggunakan kerangka
kerja TOGAF ADM, yang didasarkan pada Per-
pres No.132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE

Nasional [7] untuk Fungsi Kearsipan. Tujuan
dari penelitian ini adalah menghasilkan rancangan/
blueprint arsitektur SPBE yang dapat digunakan
untuk meningkatkan efektivitas, e�siensi, dan inte-
grasi layanan publik serta administrasi pemerinta-
han antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di
Pemerintah Kota Cimahi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini pada
penggunaan kerangka kerja arsitektur SPBE yang
dipetakan dalam domain arsitektur TOGAF.

Kerangka Kerja Arsitektur SPBE Na-
sional

Kerangka kerja Arsitektur SPBE Nasional disusun
berdasarkan kerangka kerja SPBE sebagai pan-
duan untuk menerapkan dan pengelolaan SPBE
Nasional. Dengan tujuan mewujudkan keterpad-
uan antar struktur pada Arsitektur SPBE, maka
kerangka kerja Arsitektur SPBE Nasional ini yang
akan menjadi panduan untuk mengidenti�kasi pem-
bentukan layanan pemerintah berbasis elektronik
yang terintegrasi, meniadakan tumpang tindih
pelaksanaan proses bisnis, dan memastikan penera-
pan data dan informasi berbagi pakai menjadi Satu
Data Indonesia, melalui dukungan teknologi infor-
masi dan komunikasi yang terintegrasi. Arsitektur
SPBE memiliki 6 domain di dalamnya, yaitu:

1. Domain arsitektur proses bisnis

2. Domain arsitektur data dan informasi

3. Domain arsitektur layanan SPBE

4. Domain arsitektur aplikasi SPBE

5. Domain arsitektur infrastruktur SPBE

6. Domain arsitektur keamanan SPBE

TOGAF

TOGAF Framework, yang dikenal sebagai The
Open Group Architecture Framework, merupakan
suatu kerangka kerja yang digunakan untuk
mengembangkan arsitektur yang sesuai dengan ke-
butuhan bisnis. Awalnya, kerangka kerja ini dikem-
bangkan oleh Departemen Pertahanan AS (DoD)
pada tahun 1995. Saat ini, banyak organisasi yang
mengadopsi TOGAF sebagai panduan dalam mer-
ancang arsitektur mereka. TOGAF menyediakan
metode dan alat untuk mendukung proses pener-
imaan, pembuatan, operasionalisasi, dan pemeli-
haraan arsitektur perusahaan. TOGAF memiliki
4 domain arsitektur, yang meliputi hal-hal berikut
:

1. Arsitektur Bisnis
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2. Arsitektur Data

3. Arsitektur Aplikasi

4. Arsitektur Teknologi

Pemetaan pada Domain TOGAF dan
Domain Arsitektur SPBE

Tahap analisis dan perancangan penelitian ini
bertujuan untuk merancang EA SPBE yang di-
targetkan berdasarkan kondisi baseline pada ob-
jek yang telah ditentukan. Perancangan yang di-
lakukan pada penelitian ini menggunakan frame-
work TOGAF ADM 9.2. Metode TOGAF ADM
9.2 merupakan pembaruan dari versi sebelumnya,
memberikan instruksi yang lebih baik, memper-
baiki struktur dokumen, memperbaiki kesalahan
dan menghilangkan elemen yang tidak layak di-
gunakan. Termasuk pembaruan metamodel dalam
Arsitektur Bisnis merupakan perbaikan yang paling
signi�kan pada versi terbaru ini [8]. Selain mengacu
pada TOGAF ADM 9.2, perancangan artefak yang
dilakukan pada penelitian ini juga dilakukan den-
gan mengadaptasi peraturan pemerintah tentang
Arsitektur SPBE, khususnya berdasarkan Peratu-
ran presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sis-
tem Pemerintah Berbasik Elektronik (SPBE). Oleh
karena itu, berdasarkan hasil penyesuaian tersebut,
artefak yang dibuat meliputi fase preliminary, ar-
chitecture vision, business architecture, data archi-
tecture, application architecture, dan service archi-
tecture. Tabel 1 adalah pemetaan mapping domain.

Tabel 1: Pemetaan Domain

Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data digunakan untuk mem-
bantu peneliti mengidenti�kasi tujuan utama dan
masalah yang timbul dalam objek organisasi[9].
Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan
meliputi data primer dan sekunder. Data primer
penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan
wawancara kepada pemangku kepentingan di

Fungsi Kearsipan Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi.
Data sekunder diperoleh dari temuan pengetahuan
dalam publikasi penelitian, jurnal penelitian yang
relevan, penelitian terdahulu mengenai Arsitektur
Enterprise dan E-Government serta penelitian lit-
eratur organisasi terkait. Tabel 2 berisi data primer
dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian
ini.

Tabel 2: Pengumpulan Data

Hasil dan Pembahasan

Architecture Vision

Architecture vision merupakan tahap pertama
dalam perkembangan arsitektur. Tujuan dari fase
ini adalah untuk menentukan ruang lingkup per-
ancangan EA yang akan diterapkan, pemangku ke-
pentingan terkait, dan persetujuan organisasi ter-
hadap perancangan EA yang akan diiimplemen-
tasikan. Stakeholder Map Matrix, Value Chain Di-
agram, dan Solution Concept Diagram adalah hasil
dari fase ini.

Value Chain Diagram

Value chain diagram digunakan untuk mengkat-
egorikan, menganalisis, dan memahami aktivitas
yang menciptakan nilai suatu produk atau layanan,
menciptakan nilai bagi pelanggan, dan dengan
demikian membantu mencapai keunggulan yang
kompetitif. Value chain diagram dikelompokkan
menjadi dua bagian yaitu primary activites dan
support activities. Primary activites merupakan
kegiatan utama untuk melakukan penghasilan ni-
lai, sehingga berhubungan langsung dengan proses
utama yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan
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support activities merupakan pendukung dalam op-
erasi perusahaan secara kesuluruhan untuk memak-

simalkan hasil. Gambar 1 adalah value chain dia-
gram dari Dinas Arsip Daerah.

Gambar 1: Value Chain Diagram

Pada Value Chain Diagram di atas, dipa-
parkan bahwa terdapat dua aktivitas dari Dinas
Arsip Daerah, yaitu aktivitas utama dan aktivi-
tas pendukung, aktivitas utama berfokus pada uru-
san keperpustakaan, yang mencakup pengemban-
gan perpustakaan, peningkatan kapasistas tenaga
kerja perpustakaan, pengembangan bahan pustaka,
pelaksanaan sosial budaya baca kepada masyarakat,
dan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial.
Pada urusan kearsipan, berfokus pada pengawasan
arsip, akuisisi, pengelolahan, dan perservarsi arsip,
serta pemberdayaan unit tenaga kerja kearsipan.
Sementara itu pada aktivitas pendukung, berfokus
pada aktivitas dari sub-bagian umum dan kepe-
gawaian serta sub-bagian program dan keuangan.

Solution Concept Diagram

Solution concept diagram adalah deskripsi tingkat
tinggi dari solusi yang diusulkan untuk mengatasi
suatu masalah atau kebutuhan yang digunakan un-
tuk berkomunikasi dengan stakeholder dan seba-
gai dasar untuk pengembangan solusi lebih lan-
jut. Berikut merupakan gambar dari solution con-
cept diagram pada Fungsi Kearsipan di Dinas Arsip
Daerah. Berdasarkan Gambar 2 diagram dibawah
ini menunjukkan bahwa adanya pengembangan ap-
likasi untuk mendukung operasi bisnis yang di-
jalankan.

Solution Concept Diagram diatas menggam-
barkan alur fungsi kearsipan yang mencakup pen-
gelolaan arsip dinamis dan statis. Fungsi Kearsipan
terbagi dalam tiga layanan utama yaitu, Layanan
Persuratan dan Arsip Dinamis, yang didukung
oleh sistem SRIKANDI, Layanan Pengolahan Ar-
sip Statis yang dikelola melalui Arsip Statis Virtual,
dan Layanan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsi-
pan yang terintegrasi dengan SIKN & JIKN. Selain
itu, terdapat Layanan Publikasi Arsip Statis yang
berfokus pada penyebarluasan arsip melalui plat-
form POLAKAMI. Diagram ini menunjukkan inte-
grasi platform digital dalam pengelolaan dan pub-
likasi arsip.

Gambar 2: Solution Concept Diagram

Arsitektur Proses Bisnis

Arsitektur proses bisnis merupakan fase kedua dari
TOGAF ADM yang menjelaskan tentang kebu-
tuhan suatu organisasi dalam menjalankan fungsi
bisnis untuk mencapai tujuan yang diinginkan, ter-
masuk bagaimana tujuan bisnis dan interaksinya
saling terkait. Dan juga pada fase perancangan
arsitektur proses bisnis ini didasari oleh Permen-
pan No. 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan peta
Proses Bisnis Instansi Pemerintah [10]. Pada per-
ancangan ini juga mencakup proses bisnis eksisting
dan targeting yang diharapkan kedepannya dapat
meningkatkan kinerja pada Fungsi Kearsipan di Di-
nas Arsip Daerah.

Business Footprint Diagram

Business Footprint Diagram digunakan Business
Footprint Diagram digunakan untuk menjelaskan
bagaimana tujuan bisnis, unit organisasi, fungsi
bisnis, dan layanan yang berhubungan satu sama
lain, dan memetakan fungsi-fungsi tersebut ke kom-
ponen teknis yang memberikan kapabilitas yang
dibutuhkan. Tujuan pembuatan diagram ini un-
tuk membuat perusahaan atau organisasi lebih mu-
dah melihat alur tujuan yang dapat dicapai sesuai
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dengan sumber daya dan kemampuan yang dimi-
liki perusahaan atau organisasi. Gambar 10 adalah
Business Footprint Diagram Fungsi Kearsipan.

Gambar 3: Business Footprint Diagram Fungsi
Kearsipan

Diagram Business Footprint di atas menggam-
barkan hubungan antara visi Cimahi Kota Cer-
das dan pentingnya pengelolaan arsip dalam tata
kelola pemerintahan. Untuk mencapai tata kelola
yang baik, diperlukan pengelolaan arsip yang
lebih baik, terutama arsip bernilai sejarah yang
belum terkelola dengan baik dan belum diman-
faatkan sebagai sumber informasi. Dengan men-
gatasi masalah ini, tujuan meningkatkan tata kelola
pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta
layanan informasi kearsipan dapat tercapai, yang
pada akhirnya mendukung visi Kota Cerdas melalui
pengelolaan Arsip Statis secara efektif.

Arsitektur Data dan Informasi

Arsitektur Data dan Informasi menjelaskan tentang
perancangan data yang digunakan perusahaan atau

organisasi serta semua data yang diperlukan untuk
merancang Arsitektur Enterprise. Arsitektur data
juga masuk ke dalam salah satu perancangan fase
C yaitu Arsitektur Sistem Informasi. Dalam per-
ancangan ini akan ditunjukkan jenis data dan sum-
ber data yang berfungsi untuk mendukung jalannya
proses bisnis.

Data Dissemination Diagram

Data dissemination diagram bertujuan untuk
menggambarkan hubungan antara komponen ap-
likasi, entitas data, dan layanan bisnis di Fungsi
Kearsipan Kota Cimahi. Diagram ini dibuat
berdasarkan katalog aplikasi/entitas data. Gam-
bar 4 adalah data dissemination diagram di Fungsi
Kearsipan.

Diagram Data Dissemination di atas menun-
jukkan alur penyebaran data melalui beberapa kom-
ponen aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan
arsip. SRIKANDI menangani data persuratan dan
arsip dinamis elektronik. Layanan Publikasi Ar-
sip Statis Virtual mengelola data arsip statis, baik
�sik maupun digital. SIKN & JIKN menangani
data arsip dinamis elektronik serta arsip statis dig-
ital, termasuk data identitas pengunjung dan surat
izin pengajuan. POLAKAMI berfokus pada penye-
baran data layanan. Diagram ini menggambarkan
integrasi berbagai aplikasi untuk pengelolaan dan
penyebaran data arsip secara efektif di berbagai
platform.

Arsitektur Aplikasi

Arsitektur aplikasi merupakan face C dalam TO-
GAF ADM yang menjelaskan tentang Arsitektur
Sistem Informasi selain arsitektur data. Tujuan
dari penyusunan arsitektur aplikasi ini adalah un-
tuk menghubungkan aplikasi dengan proses bisnis
dan pengelolaan data pada organisasi/perusahaan.

Application Communication Diagram

Application communication diagram bertujuan un-
tuk menjelaskan atau memvisualisasikan applica-
tion interface catalog, sehingga hubungan dan in-
teraksi antar aplikasi dapat dipahami dengan lebih
baik. Gambar 5 adalah application communication
diagram di Fungsi Kearsipan.

Gambar 6 merupakan rancangan wireframe ha-
laman Beranda SIMAS dari hasil penerapan ide so-
lusi yang telah dibuat. Dilakukan perubahan lay-
out tampilan yang sesuai kebutuhan dari pengguna.
Semua �tur yang ada dikelompokkan menjadi satu
sesuai dengan topik yang sama agar dapat mem-
permudah pengguna untuk mencati menu yang di-
inginkan.
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Gambar 4: Data Dissemination Diagram

Gambar 5: Application Communication Diagram

Gambar 6: Environment and Location Diagram
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Diagram tersebut menggambarkan infrastruk-
tur jaringan yang terdiri dari beberapa lokasi dan
komponen utama. Pada bagian Ruang Server
(DISKOMINFO), terdapat Server Hardware dan
Server Website yang terhubung ke jaringan. Server
ini dihubungkan ke jaringan melalui Main Router,
Firewall, dan Switch Core L3 yang berfungsi seba-
gai pengatur lalu lintas data.

Dari Switch Core L3, jaringan terhubung ke
bagian VPN yang mencakup beberapa Client
(Client 1, 2, dan 3) serta ke Dinas Arsip Daerah. Di
Dinas Arsip Daerah, terdapat Access Point, Switch
Distribution L2, dan Switch Access yang mendis-
tribusikan koneksi ke beberapa Client (Client 1,
2, 3, hingga Client-n). Diagram ini menunjukkan
bagaimana jaringan diatur dan dihubungkan an-
tara server, klien, serta dinas terkait melalui berba-
gai komponen jaringan seperti router, �rewall, dan
switch.

Arsitektur Layanan

Arsitektur layanan adalah pemisahan proses bis-
nis berdasarkan tanggung jawab dan fungsi spe-
si�knya. Tujuan dari arsitektur layanan adalah
untuk menggambarkan layanan yang disediakan
oleh suatu proses bisnis, serta data dan aplikasi
yang digunakan dalam penyediaan layanan terse-
but. Menurut Peraturan Presiden Nomor 132
Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerin-

tah Berbasis Elektronik Nasional, dikatakan bahwa
layanan adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1
(satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan
yang memiliki nilai manfaat. Sedangkan peng-
guna SPBE adalah Instansi Pusat dan Pemerin-
tah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, per-
orangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain
yang memanfaatkan layanan. Dapat dilihat bahwa
layanan menggunakan asas manfaat yang dihasilkan
(bene�ts) untuk para penggunanya.

Katalog Layanan dan Matrik
Layanan/Proses Bisnis

Katalog layanan berisi pemetaan layanan yang dise-
diakan oleh Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi. Kat-
alog ini mencakup informasi tentang layanan ad-
ministrasi pemerintahan dan layanan publik pada
Fungsi Kearsipan Kota Cimahi, aplikasi yang men-
dukung layanan tersebut, serta pihak yang menye-
diakan layanan tersebut. Tabel 3 adalah pemetaan
katalog layanan pada Fungsi Kearsipan di Dinas
Arsip Daerah. Sedangkan untuk Matrik layanan/
proses bisnis menggambarkan hubungan antara
layanan pada proses bisnis level 3 dengan unit
kerja atau pemangku kepentingan terkait di Bidang
Kearsipan. Tabel 4 adalah pemetaan dari matriks
layanan/ proses bisnis pada Bidang Kearsipan.

Tabel 3: Katalog Layanan

Arsitektur Keamanan

Berdasarkan Perpres No.132 Tahun 2022 tentang
SPBE Nasional, arsitektur keamanan SPBE adalah
langkah yang diambil untuk mengendalikan kea-
manan pada arsitektur sebelumnya melalui identi-
�kasi program keamanan, penilaian kelaikan kea-

manan, dan regulasi yang mengatur keamanan.
Referensi arsitektur keamanan (RAK) dalam ar-
sitektur keamanan ini terbagi menjadi 3 (tiga)
bagian yaitu, standar keamanan (RAK01), pener-
apan keamanan (RAK02), dan kelaikan keamanan
(RAK03). Adapun tujuan dari arsitektur kea-
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manan yaitu, untuk mendeskripsikan pengendalian
dan pengintegrasian keamanan data dan informasi,
aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE yang ter-
padu dalam SPBE Nasional dan menjadi acuan bagi

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga
dapat dilakukan pengendalian melalui identi�kasi
program keamanan, pertimbangan kelayakan kea-
manan serta regulasi keamanan yang komprehensif.

Tabel 4: Matrik Layanan/Proses Bisnis

Tabel 5: Standar Keamanan
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Berdasarkan Perpres No.132 Tahun 2022 ten-
tang SPBE Nasional, arsitektur keamanan SPBE
adalah langkah yang diambil untuk mengendalikan
keamanan pada arsitektur sebelumnya melalui iden-
ti�kasi program keamanan, penilaian kelaikan kea-
manan, dan regulasi yang mengatur keamanan.
Referensi arsitektur keamanan (RAK) dalam ar-
sitektur keamanan ini terbagi menjadi 3 (tiga)
bagian yaitu, standar keamanan (RAK01), pener-
apan keamanan (RAK02), dan kelaikan keamanan
(RAK03). Adapun tujuan dari arsitektur kea-
manan yaitu, untuk mendeskripsikan pengendalian
dan pengintegrasian keamanan data dan informasi,
aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE yang ter-
padu dalam SPBE Nasional dan menjadi acuan bagi
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga
dapat dilakukan pengendalian melalui identi�kasi
program keamanan, pertimbangan kelayakan kea-
manan serta regulasi keamanan yang komprehensif.

Standar Keamanan

Berdasarkan Perpres No.132 Tahun 2022, standar
keamanan berfungsi sebagai acuan persyaratan kea-
manan bagi instansi pusat dan pemerintah daerah.
Standar ini memastikan bahwa fungsi keamanan
diterapkan pada data dan informasi, aplikasi SPBE,
serta infrastruktur SPBE, sesuai dengan kriteria
keamanan yang telah ditetapkan. Tabel 5 adalah
pemetaan standar keamanan di Pemerintah Kota
Cimahi.

Penerapan Keamanan

Berdasarkan Perpres No.132 Tahun 2022, pener-
apan keamanan adalah rangkaian proses dalam
program-program keamanan SPBE yang harus di-
laksanakan oleh instansi pusat dan pemerintah
daerah. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi
potensi dampak resiko terkait keamanan SPBE.
Tabel 6 adalah pemetaan penerapan keamanan di
Pemerintah Kota Cimahi.

Tabel 6: Penerapan Keamanan

Penutup

Penelitian ini bertujuan untuk merancang arsitek-
tur enterprise yang mendukung Sistem Pemerin-

tahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Arsip
Daerah Kota Cimahi, menggunakan kerangka kerja
TOGAF ADM. Berdasarkan hasil penelitian, ran-
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cangan arsitektur yang diusulkan mampu menginte-
grasikan sistem yang ada dan memperbaiki manaje-
men data, sehingga meningkatkan kualitas layanan
arsip secara lebih efektif dan e�sien. Dengan
demikian, penelitian ini telah berhasil menjawab
tujuan penelitian, yaitu menciptakan rancangan
arsitektur yang mendukung optimalisasi layanan
kearsipan di Kota Cimahi. Implementasi rancan-
gan ini diharapkan mampu meningkatkan e�siensi
birokrasi dan memperkuat koordinasi antar Organ-
isasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Cimahi.
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